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 Penelitian ini menyelidiki implementasi undang-undang lingkungan 

hidup dalam penegakan hukum terhadap pencemaran sungai di 

Bandung, Indonesia, dengan menggunakan pendekatan analisis 

kuantitatif. Penilaian kualitas air, evaluasi kerangka hukum, dan 

analisis penegakan hukum dilakukan untuk memahami secara 

komprehensif tantangan dan peluang dalam tata kelola lingkungan. 

Hasilnya menunjukkan adanya variasi polusi yang signifikan di 

berbagai lokasi sungai, yang menekankan perlunya intervensi yang 

ditargetkan. Kerangka hukum, meskipun komprehensif, 

mengungkapkan tantangan dalam hal kejelasan dan penegakan 

hukum, menggarisbawahi perlunya penyempurnaan peraturan. 

Efektivitas penegakan hukum berkorelasi positif dengan peningkatan 

kualitas air, yang menekankan peran penting dari intervensi 

peraturan. Temuan-temuan yang terintegrasi menawarkan 

pemahaman yang bernuansa tentang lanskap lingkungan di Bandung, 

yang memberikan landasan bagi rekomendasi kebijakan dan strategi 

tata kelola yang berkelanjutan. 

 

ABSTRACT 

This research investigates the implementation of environmental laws 

in law enforcement against river pollution in Bandung, Indonesia, 

using a quantitative analysis approach. Water quality assessment, legal 

framework evaluation, and law enforcement analysis were conducted 

to comprehensively understand the challenges and opportunities in 

environmental governance. The results showed significant variations 

in pollution across different river sites, emphasizing the need for 

targeted interventions. The legal framework, while comprehensive, 

revealed challenges in terms of clarity and enforcement, underscoring 

the need for regulatory improvements. Enforcement effectiveness was 

positively correlated with water quality improvements, emphasizing 

the important role of regulatory interventions. The integrated findings 

offer a nuanced understanding of the environmental landscape in 

Bandung, which provides a foundation for policy recommendations 

and sustainable governance strategies. 
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1. PENDAHULUAN 

Sungai adalah ekosistem vital yang mendukung beragam flora dan fauna sekaligus 

menyediakan sumber daya penting bagi masyarakat. Namun, polusi yang merajalela menjadi 

ancaman besar bagi keseimbangan yang rapuh ini. Menurunnya kualitas air, hilangnya 

keanekaragaman hayati, dan dampak buruk terhadap kesehatan manusia telah mendorong 

komunitas internasional untuk mengadvokasi peraturan lingkungan yang ketat dan 

implementasinya yang efektif (Battin 2023), (Giller and Malmqvist 2000), (Houart 2023), (Naidoo et 

al. 2008). Sungai sangat dinamis dalam ruang dan waktu, dan jaringannya mewakili hubungan 

biogeokimia terbesar antara benua, samudra, dan atmosfer (Qin et al. 2023). Sifat jaringan sungai 

yang kompleks dan tidak merata mempengaruhi dinamika populasi organisme lotik dan sifat 

komunitas. Polusi, modifikasi aliran, eksploitasi berlebihan, perubahan iklim, dan spesies invasif 

mendorong dugaan krisis keanekaragaman hayati di perairan. Sungai telah dipengaruhi oleh 

urbanisasi yang cepat, industrialisasi, dan kegiatan antropogenik, yang mengarah pada 

pembuangan kontaminan yang muncul seperti estrogen. Peraturan lingkungan yang ketat dan 

implementasi yang efektif diperlukan untuk melindungi sungai dan memastikan keberlanjutannya 

demi keseimbangan ekologi dan kesejahteraan manusia. 

Tantangan global degradasi lingkungan, terutama polusi sungai, telah menjadi perhatian 

mendesak yang menuntut tanggapan peraturan yang efektif. Sungai, ekosistem vital yang 

menopang kehidupan dan keanekaragaman hayati, menghadapi ancaman yang belum pernah 

terjadi sebelumnya dari buangan industri, limpasan air dari daerah perkotaan, dan kegiatan 

pertanian. Dalam konteks ini, kota Bandung, Indonesia, berdiri sebagai mikrokosmos yang bergulat 

dengan dampak pencemaran sungai. Pencemaran sungai di Indonesia merupakan salah satu 

masalah terbesar dan cenderung meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan populasi dan 

aktivitas manusia (River n.d.). Penurunan kualitas air terus menjadi masalah serius di perairan 

permukaan di seluruh dunia (Song et al. 2023). Kontaminasi sungai perkotaan secara substansial 

mengancam ekologi perkotaan, kesehatan masyarakat, dan kemajuan umum (Fadhilah et al. 2023). 

Aktivitas manusia mengancam ketahanan komponen vital yang saling berhubungan dari sistem 

bumi kita (Glendell et al. 2023). Sungai Bharalu di Guwahati, Assam, adalah contoh utama sumber 

daya air penting yang telah mengalami degradasi bertahap selama bertahun-tahun (Shemer, Wald, 

and Semiat 2023). 

Penelitian yang dilakukan oleh (Artiningrum and Saeful 2023) memberikan gambaran 

umum mengenai kondisi kualitas air Sungai Cikapundung di Bandung. Penelitian tersebut menilai 

kualitas air dengan menggunakan metode Indeks IKA-INA dan menentukan bahwa sungai tersebut 

secara umum berada dalam kategori "sedang". Metode indeks pencemaran juga mengkategorikan 

kualitas air sebagai "cukup". Hal ini mengindikasikan bahwa sungai tersebut dipengaruhi oleh 

pencemaran lingkungan, termasuk limbah domestik dan industri, yang menyebabkan penurunan 

kualitas air. Selain itu (Mohamad Mulyadin et al. 2023)  menyoroti masalah pengelolaan sampah di 

Kota Bandung, yang mempengaruhi estetika, kebersihan, dan kesehatan kota. Penelitian ini 
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menekankan pentingnya penguatan institusi pengelolaan sampah dan penerapan peraturan untuk 

mengatasi masalah ini. Temuan penelitian ini berkontribusi dalam memahami kondisi pencemaran 

sungai saat ini di Bandung dan perlunya hukum lingkungan yang efektif serta praktik pengelolaan 

sampah untuk memastikan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan meneliti 

tantangan-tantangan spesifik yang dihadapi oleh Bandung, penelitian ini bertujuan untuk 

menyumbangkan wawasan yang tidak hanya menginformasikan kebijakan-kebijakan lokal, tetapi 

juga menjadi referensi bagi daerah-daerah lain yang menghadapi kesulitan serupa. 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Perspektif Global tentang Pencemaran Sungai 

Degradasi ekosistem sungai merupakan masalah global, dan ada kebutuhan akan 

kerangka kerja peraturan yang kuat untuk mengatasi dampak luas dari aktivitas 

manusia di sungai. Studi kasus yang berhasil, seperti restorasi Sungai Thames di 

London, menunjukkan keampuhan hukum lingkungan yang diterapkan dengan baik 

dalam meremajakan sungai yang tercemar. Wawasan global ini memberikan dasar 

untuk memahami implikasi yang lebih luas dari polusi sungai dan potensi keberhasilan 

intervensi peraturan (Budi Prakoso et al. 2022), (Bayazidyhasanabad 2023). 

2.2 Hukum dan Kebijakan Lingkungan Hidup di Indonesia 

Indonesia menghadapi tantangan dalam mengelola sumber daya airnya karena 

fragmentasi peraturan dan kesenjangan penegakan hukum (Hidayat 2023). Kerangka 

hukum lingkungan terdiri dari berbagai peraturan yang mengatur kualitas air, 

pengendalian polusi, dan konservasi ekosistem (Sensuse et al. 2022)[2]. Namun, ada 

kebutuhan untuk perbaikan dalam ekspresifitas instrumen hukum untuk sepenuhnya 

mengimplementasikan Konsep Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (Kepel et al. 

2023). Mayoritas perusahaan sektor air di Indonesia memprioritaskan keamanan 

informasi berdasarkan norma-norma umum yang digunakan oleh perusahaan 

keuangan, daripada kerangka kerja khusus untuk perusahaan air (Sabrina 2023). 

Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia telah menyebabkan 

kegiatan penangkapan ikan ilegal, yang menjadi ancaman bagi kelimpahan sumber 

daya perikanan di laut Indonesia (Nataliana et al. 2023). Untuk mengatasi tantangan 

ini, penting untuk mengembangkan kerangka kerja yang menggabungkan persyaratan 

keamanan informasi internasional dengan aturan nasional untuk perusahaan-

perusahaan perikanan di Indonesia. Selain itu, meningkatkan pengawasan dan 

penegakan hukum, membangun kerja sama internasional, dan menjatuhkan hukuman 

yang berat dapat membantu memerangi kegiatan penangkapan ikan illegal, sehingga 

perlu dilakukan pemeriksaan lebih dekat terhadap implementasi undang-undang ini 

di tingkat lokal, khususnya di kota Bandung. 

2.3 Lanskap Lingkungan Hidup Kota Bandung 

Bandung, ibu kota Jawa Barat, telah mengalami urbanisasi dan industrialisasi yang 

pesat dalam beberapa dekade terakhir. Dampak pembangunan perkotaan terhadap 

kualitas air di sungai-sungai di Bandung telah diteliti oleh (Miftah et al. 2023). 

Penelitian tersebut menyoroti bahwa pencemaran sungai di wilayah tersebut berkaitan 

erat dengan perubahan penggunaan lahan, pertumbuhan penduduk, dan ekspansi 
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industri (Noeraga, Galing Yudana, and Paramita Rahayu 2020). Faktor-faktor tersebut 

berkontribusi pada tantangan khusus yang dihadapi dalam menjaga kualitas air di 

sungai-sungai di Bandung (Cahyaningrum et al. 2023). Studi tersebut menekankan 

perlunya mengatasi tantangan-tantangan ini melalui perencanaan tata guna lahan yang 

efektif, manajemen populasi, dan praktik industri yang berkelanjutan (Himayah, 

Ramadhan, and Salma 2023). Dengan menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi 

polusi dan melindungi sumber daya air, Bandung dapat memastikan keberlanjutan 

jangka panjang sungai-sungainya di tengah-tengah pembangunan perkotaan yang 

sedang berlangsung (Robbani and Mafruhat 2023). 

2.4 Tantangan dalam Menerapkan Hukum Lingkungan 

Keberhasilan penerapan hukum lingkungan di Bandung, Indonesia menghadapi 

tantangan dalam mengkoordinasikan upaya penegakan hukum di antara berbagai 

lembaga pemerintah (Permana, Karmenita, and Rahmat 2023). Kesenjangan peraturan, 

penegakan hukum yang tidak memadai, dan kebutuhan akan partisipasi masyarakat 

merupakan masalah yang berulang dalam konteks global (Hasyim and Aprita 2021). 

Tantangan-tantangan ini menyoroti pentingnya mengevaluasi efektivitas hukum 

lingkungan dalam menangani masalah lingkungan dan mempromosikan 

pembangunan berkelanjutan (Najicha, Wijaksana, and Wulandari 2023), (Henry 2022). 

2.5 Sintesis dan Kesenjangan dalam Pengetahuan Saat Ini 

Meskipun literatur yang ada memberikan wawasan yang berharga mengenai 

perspektif global, peraturan di Indonesia, tantangan lokal di Bandung, dan pendekatan 

kuantitatif untuk menilai penegakan hukum, masih terdapat kesenjangan dalam 

integrasi dimensi-dimensi tersebut. Hanya sedikit penelitian yang memberikan analisis 

komprehensif yang menghubungkan titik-titik antara kerangka kerja peraturan, 

strategi penegakan hukum, dan tantangan spesifik yang dihadapi di pusat kota yang 

berkembang pesat seperti Bandung. 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1 Wilayah Studi 

Penelitian ini berfokus pada lokasi-lokasi sungai utama di kota Bandung, Indonesia. Kriteria 

pemilihan lokasi ini mencakup lokasi yang representatif di daerah perkotaan, industri, dan 

pinggiran kota untuk menangkap beragam sumber polusi sungai. Sungai-sungai yang dipilih akan 

diidentifikasi berdasarkan signifikansi, aksesibilitas, dan kerentanannya terhadap polusi. 

3.2 Strategi Pengambilan Sampel 

Pendekatan pengambilan sampel acak terstratifikasi akan digunakan untuk memastikan 

sampel yang representatif dari lokasi sungai. Stratifikasi akan didasarkan pada karakteristik yang 

diidentifikasi dari setiap strata, termasuk penggunaan lahan, kegiatan industri, dan kepadatan 

penduduk. Pengambilan sampel secara acak di setiap strata akan meminimalkan bias dan 

meningkatkan generalisasi temuan. 

3.3 Pengumpulan Data 

1. Analisis Kualitas Air 
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Data kuantitatif tentang kualitas air akan dikumpulkan melalui pengukuran in-situ dan 

analisis laboratorium. Parameter seperti oksigen terlarut, pH, kebutuhan oksigen biokimia (BOD), 

dan kebutuhan oksigen kimiawi (COD) akan diukur untuk menilai tingkat polusi. Pengambilan 

sampel akan dilakukan secara berkala selama periode tertentu untuk memperhitungkan variasi 

temporal. 

2. Evaluasi Kerangka Hukum 

Evaluasi hukum lingkungan yang ada akan melibatkan tinjauan komprehensif terhadap 

undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang relevan di tingkat nasional dan lokal. Sistem 

penilaian, yang diadaptasi dari metodologi yang digunakan dalam penilaian hukum (Fisher et al., 

2018), akan digunakan untuk mengukur kelengkapan, kejelasan, dan penegakan kerangka hukum. 

3. Analisis Penegakan Hukum 

Data kuantitatif terkait kegiatan penegakan hukum akan diperoleh melalui catatan resmi, 

termasuk jumlah inspeksi yang dilakukan, hukuman yang dijatuhkan, dan tingkat kepatuhan. 

Wawancara dengan lembaga penegak hukum, badan pengatur, dan pemangku kepentingan terkait 

akan memberikan wawasan kualitatif tambahan tentang tantangan dan keberhasilan upaya 

penegakan hukum. 

3.4 Analisis Data 

1. Analisis Kualitas Air 

Statistik deskriptif, termasuk rata-rata, standar deviasi, dan analisis tren, akan digunakan 

untuk menilai variasi parameter kualitas air di berbagai lokasi sungai. Pemetaan spasial 

menggunakan perangkat Sistem Informasi Geografis (SIG) akan meningkatkan visualisasi titik-titik 

polusi. 

2. Evaluasi Kerangka Hukum 

Nilai kuantitatif yang diperoleh dari evaluasi kerangka hukum akan dianalisis secara 

statistik untuk mengidentifikasi korelasi antara efektivitas hukum lingkungan dan tingkat polusi. 

Analisis ini akan memberikan wawasan tentang hubungan antara kekuatan peraturan dan hasil 

lingkungan. 

3. Analisis Penegakan Hukum 

Data kuantitatif tentang kegiatan penegakan hukum akan menjadi sasaran analisis statistik, 

termasuk distribusi frekuensi dan penilaian korelasi, untuk mengevaluasi efektivitas langkah-

langkah penegakan hukum. Analisis perbandingan dengan tingkat polusi akan menjelaskan 

dampak upaya penegakan hukum terhadap kesehatan sungai. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Analisis Kualitas Air 

Analisis kualitas air difokuskan pada parameter-parameter utama-oksigen terlarut (DO), 

pH, kebutuhan oksigen biokimiawi (BOD), dan kebutuhan oksigen kimiawi (COD)-untuk 

mengetahui tingkat pencemaran di beberapa lokasi sungai di Bandung. 
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Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi yang signifikan dalam tingkat oksigen 

terlarut, dengan daerah perkotaan dan industri menunjukkan konsentrasi yang lebih rendah. Hal 

ini menunjukkan adanya peningkatan buangan polutan organik dan anorganik, yang menyebabkan 

penurunan saturasi oksigen di segmen-segmen ini. Kebutuhan mendesak akan intervensi yang 

ditargetkan di zona-zona ini terbukti untuk mengembalikan tingkat oksigen yang optimal bagi 

kehidupan akuatik. 

Tingkat pH menunjukkan pola yang berbeda sesuai dengan kategori penggunaan lahan 

yang berbeda. Daerah perkotaan menunjukkan kondisi yang sedikit asam, yang berpotensi terkait 

dengan aktivitas antropogenik, sementara daerah peri-urban dan daerah alami mempertahankan 

pH yang lebih netral. Hal ini menggarisbawahi interaksi yang rumit antara urbanisasi dan dinamika 

kualitas air, sehingga memerlukan strategi mitigasi yang disesuaikan untuk setiap konteks. 

Analisis konsentrasi BOD dan COD menunjukkan prevalensi polusi organik, terutama di 

dekat kawasan industri. Tingkat yang lebih tinggi yang diamati menekankan dampak substansial 

dari buangan industri terhadap kesehatan sungai secara keseluruhan. Hal ini menggarisbawahi 

pentingnya langkah-langkah pengendalian polusi yang ditargetkan dan pengawasan peraturan di 

sektor industri. 

Pemanfaatan alat Sistem Informasi Geografis (GIS) memfasilitasi pemetaan spasial, 

mengungkapkan titik-titik polusi dan menawarkan wawasan penting untuk memprioritaskan 

upaya remediasi. Temuan kualitas air ini memberikan pemahaman dasar tentang tantangan yang 

ditimbulkan oleh polusi di sungai-sungai di Bandung, yang menjadi dasar untuk evaluasi 

selanjutnya terhadap efektivitas undang-undang lingkungan dan langkah-langkah penegakan 

hukum dalam mengatasi masalah ini. Integrasi analisis kuantitatif ini dengan penilaian hukum dan 

penegakan hukum akan memberikan kontribusi pada pemahaman holistik tentang dinamika yang 

mengatur pencemaran sungai di wilayah tersebut. 

4.2 Evaluasi Kerangka Hukum 

Evaluasi kuantitatif terhadap kerangka hukum yang mengatur perlindungan lingkungan 

hidup di Bandung bertujuan untuk menilai kekuatan dan kelemahan peraturan yang ada. 

Kerangka hukum di wilayah Bandung menunjukkan pendekatan yang komprehensif untuk 

mengatasi tantangan pencemaran sungai. Kerangka kerja ini mencakup berbagai aspek 

perlindungan lingkungan, termasuk standar kualitas air, langkah-langkah pengendalian polusi, dan 

inisiatif konservasi. Kerangka kerja ini bertujuan untuk memastikan perlindungan dan pengelolaan 

sumber daya air di wilayah tersebut. Pendekatan Cetak Biru Kota digunakan untuk menilai kinerja 

dan tata kelola Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu di Bandung. Hasil penilaian menunjukkan 

bahwa meskipun sebagian besar layanan dasar air bersih telah terpenuhi, namun risiko banjir masih 

tinggi dan pengolahan air limbah masih belum memadai, sehingga menyebabkan polusi berskala 

besar. Pengelolaan limbah padat juga merupakan tantangan yang signifikan, dengan sampah yang 

dibuang ke tempat pembuangan akhir. Untuk mengatasi masalah ini, Bandung direkomendasikan 

untuk memperluas kerja sama antara aktor swasta, sipil, dan publik, menerapkan tata kelola 

jaringan dan pendekatan manajemen yang terdesentralisasi, serta meningkatkan pengawasan dan 

dukungan keuangan. 

Namun, muncul tantangan terkait kejelasan dan penegakan ketentuan tertentu. Ambiguitas 

dalam bahasa dan kesenjangan pengawasan peraturan diidentifikasi selama proses evaluasi. Hal ini 

menimbulkan kekhawatiran tentang potensi hambatan terhadap implementasi yang efektif, 



Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains                           

Vol. 02, No. 12, Desember 2023: pp. 1201-1209 

 

1206 

menekankan perlunya bahasa hukum yang tepat dan mekanisme yang kuat untuk penegakan 

hukum. 

Korelasi skor yang diperoleh dari evaluasi kerangka hukum dengan data kualitas air 

menunjukkan adanya korelasi positif antara kekuatan hukum lingkungan dan peningkatan kualitas 

air di daerah yang tunduk pada peraturan yang lebih ketat. Hubungan ini menggarisbawahi peran 

penting yang dimainkan oleh ketentuan hukum yang jelas dan dapat ditegakkan dalam 

mempengaruhi hasil lingkungan. Evaluasi kerangka hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat 

diagnostik untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang memiliki kekuatan dan perbaikan, tetapi 

juga memberikan dasar untuk memahami hubungan antara kekuatan peraturan dan dampak 

lingkungan.  

4.3 Analisis Penegakan Hukum 

Analisis kuantitatif kegiatan penegakan hukum bertujuan untuk mengukur efektivitas 

tindakan-tindakan peraturan dalam memerangi pencemaran sungai di Bandung. 

Frekuensi inspeksi yang lebih tinggi dikaitkan dengan tingkat polusi yang lebih rendah, 

yang menunjukkan korelasi positif antara pengawasan peraturan yang proaktif dan kondisi 

lingkungan yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa inspeksi yang lebih sering dilakukan dapat 

membantu identifikasi dini dan mitigasi sumber polusi. Data tersebut menggarisbawahi pentingnya 

upaya pemantauan berkelanjutan sebagai tindakan pencegahan terhadap penurunan kualitas air. 

Pengenaan penalti menunjukkan efek jera, dengan area yang mengalami penegakan hukum 

yang lebih ketat menunjukkan tingkat polusi yang lebih rendah. Hal ini menggarisbawahi peran 

penting mekanisme penegakan hukum yang kuat dalam mengekang pencemaran sungai. Korelasi 

antara hukuman dan peningkatan kualitas air menekankan keefektifan tindakan hukuman dalam 

mendorong kepatuhan di antara entitas pencemar. 

Wilayah dengan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi berhubungan dengan kualitas air yang 

lebih baik, yang menyoroti peran penting kepatuhan terhadap peraturan dalam mengurangi polusi 

sungai. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peraturan yang difokuskan untuk mendorong 

kepatuhan memiliki dampak positif langsung terhadap kesehatan sungai. Data tersebut 

menekankan perlunya strategi yang mendorong dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan 

lingkungan. 

Analisis kuantitatif kegiatan penegakan hukum tidak hanya mengungkapkan dampak dari 

upaya-upaya peraturan terhadap tingkat polusi tetapi juga berfungsi sebagai dasar untuk menilai 

efektivitas tata kelola lingkungan hidup secara keseluruhan di Bandung. Pembahasan selanjutnya 

akan mengintegrasikan temuan-temuan ini, memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai 

hubungan yang rumit antara intervensi peraturan, kerangka hukum, dan kondisi pencemaran 

sungai di wilayah tersebut. 

Pembahasan 

Analisis terpadu terhadap kualitas air, efektivitas kerangka hukum, dan kegiatan 

penegakan hukum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai lanskap tata kelola 

lingkungan di Bandung. Titik-titik polusi yang diidentifikasi melalui analisis kualitas air selaras 

dengan area-area di mana langkah-langkah hukum dan penegakan hukum perlu diintensifkan. 

Korelasi positif antara kekuatan hukum, efektivitas penegakan hukum, dan peningkatan kualitas air 

menekankan perlunya pendekatan yang sinergis terhadap pengelolaan lingkungan. 
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Tantangan dan Peluang 

Tantangan yang diidentifikasi dalam kerangka hukum dan analisis penegakan hukum 

memberikan peluang untuk intervensi yang ditargetkan. Menyempurnakan ketentuan hukum agar 

lebih jelas, meningkatkan strategi penegakan hukum, dan mendorong kolaborasi antar-lembaga 

muncul sebagai langkah penting untuk mengatasi kelemahan yang teridentifikasi. Tantangan-

tantangan ini menggarisbawahi perlunya pendekatan yang adaptif dan sesuai dengan konteks tata 

kelola lingkungan di Bandung. 

Rekomendasi Kebijakan 

Berdasarkan temuan-temuan yang ada, rekomendasi kebijakan mencakup tinjauan 

komprehensif dan penyempurnaan undang-undang lingkungan hidup untuk meningkatkan 

kejelasan dan penegakan hukum. Memperkuat mekanisme penegakan hukum melalui peningkatan 

inspeksi, hukuman yang lebih tegas, dan peningkatan kolaborasi antar lembaga sangatlah penting. 

Intervensi yang ditargetkan pada titik-titik polusi, yang dipandu oleh pemetaan spasial, akan 

memaksimalkan dampak dari upaya-upaya regulasi. 

Penelitian dan Adaptasi di Masa Depan 

Mengakui sifat dinamis dari tantangan lingkungan, hasil penelitian ini mendorong 

pertimbangan untuk penelitian di masa depan. Studi longitudinal yang melacak dampak intervensi 

kebijakan, analisis kualitatif untuk menangkap perspektif masyarakat, dan pendekatan manajemen 

adaptif disarankan untuk perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola lingkungan. 

 

5. KESIMPULAN 

Kesimpulannya, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga mengenai hubungan 

yang rumit antara hukum lingkungan, penegakan hukum, dan pencemaran sungai di Bandung. 

Analisis kualitas air mengidentifikasi titik-titik pencemaran, memandu implementasi langkah-

langkah peraturan yang ditargetkan. Evaluasi kerangka hukum menyoroti perlunya kejelasan dan 

penegakan hukum untuk meningkatkan dampaknya terhadap mitigasi polusi. Analisis penegakan 

hukum menggarisbawahi korelasi positif antara pengawasan peraturan yang proaktif dan 

peningkatan kualitas air. Diskusi terpadu menekankan pentingnya pendekatan sinergis, 

merekomendasikan penyempurnaan kebijakan dan intervensi yang ditargetkan. Temuan-temuan 

ini membuka jalan bagi tata kelola lingkungan yang lebih efektif dan berkelanjutan di Bandung, 

dengan menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dan pelestarian ekologi di ekosistem sungai. 
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